
BUPATI MUSI RAWAS 
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 

NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 

NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl MUSI RAWAS, 

Menimbang: a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepada 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas; 

Mengingat 

b. bahwa dengan kondisi daerah yang masih fokus dalam 

penanganan Corona Virus Desease 2019, dan kondisi 

keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas yang tidak 

memadai maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas perlu diadakan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 

tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5136); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483) ; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1). 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 

NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI 

RAWAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi 

Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi 

Rawas Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 4) 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 

berbunyi sebagai berikut: 

BABY 

PENETAPAN BESARAN TPP 

Pasal 13 

( 1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada 

parameter sebagai berikut: 

a. Kelas Jabatan; 

b . Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 

c. Indeks Kemahalan Kontruksi; dan 

d . Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah. 

(2) Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten diperoleh menggunakan 

rumus: 

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) 

x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks 

kemahalan kontruksi) x (indeks penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah); -?-
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(3) Perhitungan besaran tertinggi TPP PNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan 

dengan kemampuan 

sebagaimana tercantum 

Peraturan Bupati Ini. 

keuangan daerah 

dalam Lampiran I 

(4) Besa.ran TPP PNS mulai bulan Juli Tahun 2021 

dibayarkan berdasarkan besaran tertinggi 

sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah dikurangi 

15%. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 

Rawas. 

Ditetapkan di Muara Beliti 
pada tanggal G 0fto!oq"r 2021 
BUPATI MUSI RAWAS, 

dto 

RATNA MACHMUD 

Diundangkan di Muara Beliti 

pada tanggal " ~\ilt"f 2021 

Pj . SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI RAWAS, 

dto 

EDI ISWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR.40 

DEN GAN ASLINY A 
HUKUM, 
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